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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan capaian pelaksanaan reformasi
birokrasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak periode 2015-2019, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
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Menetapkan

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

(1) Road map reformasi birokrasi Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun
2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi grand
design reformasi birokrasi dan rencana rinci pelaksanaan
reformasi  birokrasi di lingkungan  Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
selama S (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024.

(2) Road map reformasi birokrasi Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun
2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi:

a. kelompok kerja area perubahan yang disebut
didalamnya untuk menetapkan dan menjalankan

rencana aksi; dan
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b. seluruh unit kerja eselon I untuk menyusun dan

menjalankan rencana kerja reformasi birokrasi.

Pasal 2

(1) Road map reformasi birokrasi Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun
2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
memuat:

a. pendahuluan;

b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi
birokrasi;

c. analisis lingkungan strategis;

d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi
birokrasi 2020-2024;

e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-
2024; dan

f. penutup.

(2) Road map reformasi birokrasi Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun
2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1536), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Februari 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



2021, No.155

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TAHUN 2020-2024

BABI
PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan kebutuhan untuk terciptanya tata
kelola pemerintahan yang baik, di mana hal ini menjadi prasyarat utama
pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan
mempengaruhi program-program pembangunan nasional dan mempercepat
roda pembangunan berputar. Penerapan Reformasi Birokrasi juga menjadi
bagian dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Di antaranya
tujuan SDGs 16, yaitu mempromosikan masyarakat yang damai dan
inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses ke
keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel,
dan inklusif di semua tingkatan. Tujuan ini menyoroti beberapa konsep
yang dipandang sebagai prinsip kelembagaan, yaitu efektivitas,
transparansi, akuntabilitas, antikorupsi, inklusivitas proses pengambilan
keputusan, memiliki akses ke informasi, serta mewujudkan kebijakan
nondiskriminasi.

Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif ditetapkan dalam
perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi, yang tertuang di
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi
Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2010- 2014,
2015-2019, dan 2020-2024.

www.peraturan.go.id
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Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi

Sesuai tujuan akhir pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi
nasional, pada sasaran tahun ketiga diharapkan akan terwujud
pemerintahan kelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan
meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin
efektif dan efisien. Hasil akhir yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi
adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel,
sehingga pemerintah dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat,
profesional, dan bersih dari semua praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
[KKN]). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa
kecepatan melayani serta birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien
menjadi kunci terwujudnya Reformasi Birokrasi. Selain itu Presiden terus
menekankan bahwa birokrasi harus lebih lincah, sederhana, adaptif, dan
inovatif serta mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Penjabaran lain dari pelaksanaan pemerintahan kelas dunia antara
lain penyesuaian organisasi dizsesuaikan dengan wvisi, misi, serta tuntutan
global yang telah digariskan oleh Presiden Jokowi melalui Nawa Cita.
Kinerja organisasi juga difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome
(hasil). Selanjutnya, setiap unit kerja menerapkan manajemen kinerja yang
didukung dengan penerapan sisterm berbasis elektronik untuk
memudahkan pengelolaan data kinerja. Hasilnya setiap individu pegawai
memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan
unit kerja di atasnya, hingga organisasi secara keseluruhan.

Reformasi Birokrasi mendorong setiap instansi pemerintah dapat

langsung menunjukkan manfaat keberadaannya kepada masyarakat dengan

www.peraturan.go.id
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meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dimiliki. Selain itu,
perubahan pola pikir (mindsetf)] dan budaya kerja lebih didorong untuk
dapat menunjukkan performa/kinerja instansl pemerintah. Hal ini
menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi dibangun secara sistematis dan
berkelanjutan ocleh seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan wvisi
Indonesia Maju.

Asas yang dikedepankan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-
2024 ini adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi
Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola
pemerintahan. Sedangkan Prioritas berarti Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Perempuan (Kemen PPPA] akan memilih
prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik
sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Terdapat setidaknya 3 (tiga) hal yang diperbahari guna meningkatkan
kualitas Road Map ini dibandingkan dengan Road Map sebelumnya.
Pertama, Road Map ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat
implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi
diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di
lapangan. Kedua, program dan  kegiatan didesain agar dapat
diimplementasikan sampai dengan unit kerja kementerian. Hal ini
dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling
terendah di Kemen PPPA. Ketiga, analisis dilakukan secara lebih holistik,
komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan,
tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya pembahasan tentang “Evaluasi atas Capaian
Reformasi Birokrasi 5 Tahun Terakhir" serta “Analisiz atas Lingkungan
Strategis”. Kedua pembahasan tersebut menjadi dasar bagi penetapan
Sasaran Reformasi Birokrasi, upaya yang perlu dilakukan, serta manajemen

atau pengelolaan Reformasi Birokrasi.

www.peraturan.go.id
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Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024

Bab IV
Ukuran Keberhasilan Kegiatan dan Upaya
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
2020-2024 (Makro, Meso, Mikro)

Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024
Bab Vv

Organisasi Pengelola Reformasi Birokrasi
(Makro, Meso, Mikro)

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan didapatkan

dari proses berpikir logis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan
seperti akademisi dari berbagal universitas, praktisi, pengusaha, birokrat,
dan masyarakat dengan berdasarkan 2 |dua) pertimbangan yang sudah
disebutkan sebelumnya (evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi 2015-
2019 dan Analisis Lingkungan Strategis). Strategi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi juga diformulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang
terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan
banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara wertikal, yaitu melibatkan
setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai
paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak
kementerian flembaga terkait, dan unsur di luar pemerintahan seperti
masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan politisi.

www.peraturan.go.id
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Gambar 3. Hal-hal Baru pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemen PPPA
dan unit kerja di dalamnya, memuat:

1) Rencana kerja 5 (lima) tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi
tahunan yang selaras dengan Road Map Nasional 2020-2024 serta
Rencana Strategis Kemen PPPA;

2] Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Instansi dan
unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi
serta isu-isu strategis Kemen PPPA dan masing-masing unit kerja;

3] Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Kemen PPPA; dan

4] Agen Perubahan (Reform the Reformers).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA memiliki
tugas untuk menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan
anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara. Terkait tugas tersebut Kemen PPPA menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender,
pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak
perempuan, dan perlindungan khusus analk;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat,
perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;

www.peraturan.go.id
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c. koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan
perlindungan khusus anak;

d. penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan
yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan
internasional;

e. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;

f.  pengelolaan sistem data gender dan anak;

g koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi di lingkungan Kemen PPPA;

h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tangpung
jawab Kemen PPPA; dan

i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemen PPPA.
Penambahan fungsi layanan rujukan akhir bagi perempuan korban

kekerasan harus ditunjang dengan layanan publik yang baik oleh Kemen

PPPA. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu

area perubahan yang diutamakan dalam Road Map Reformasi Birokrasi

Kemen PPPA tahun 2020-2024,

www.peraturan.go.id
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BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada periode lima tahun kedua
yaitu tahun 2015-2019 telah membawa perubahan yang cukup signifikan
dalam hal tata kelola pemerintahan. Potret ketercapaian implementatif dari
beberapa aspek dapat dijadikan dasar dalam perencanaan Road Map
Reformasi Birokrasi periode selanjutnya. Aspek yang ditinjau di antaranya
kebijakan reformasi birokrasi, area perubahan sebagai komponen
pengungkit program Reformasi Birokrasi, implementasi program Reformasi
Birokrasi, serta ketercapaian sasaran melalui indikator atau alat ukur
masing-masing.

1. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Dunia hari ini sedang mengalami suatu perubahan besar, yaitu
Revolusi Industri 4.0 yang merupakan perubahan dalam mekanisme
produksi barang dan jasa yang ditandai dengan sejumlah ciri, yaitu
penggunaan Internet of Things (I1oT), big data, otomasi, robotika, komputasi
awan, hingga inteligensi artifisial (artificial intelligence). Selain berbagai
peluang yang ditawarkannya, era revolusi industri 4.0 juga menimbulkan
berbagai persoalan publik baru yang harus dihadapi, seperti ancaman
perdagangan elektronik (e-commerce) terhadap toko/retail konvensional,
kejahatan siber, dan sebagainya. Perubahan ini dirasakan tidak hanya oleh
sektor swasta, tetapi juga oleh organisasi pemerintah (birokrasi). Pemerintah
juga diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan melakukan
Reformasi Birokrasi, untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakat.

Reformasi memiliki nilai yang lebih dari sekedar perubahan,
pelaksanaannya terencana dan sengaja serta memiliki ruang lingkup yang
terdefinisi dan jangka waktu yang ditentukan. Indikator dan target capaian
yang terdapat dalam Road Map ini telah disinkronkan dengan RPJMN 2020-
2024. Indikator yang disusun juga mempertimbangkan hasil evaluasi dari
masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari program Reformasi
Birokrasi. Hal ini berangkat dari paradigma governance yang menjadi salah
satu kunci sukses pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terutama di
pemerintah daerah. Penggunaan paradigma governance menuntut instansi
pemerintah untuk melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah dalam

www.peraturan.go.id
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penyusunan dan pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi.
Dengan demikian, pelibatan masyarakat secara lebih intens menjadi salah
satu agenda prioritas dalam setiap kebijakan Reformasi Birokrasi.

2. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Delapan area perubahan telah menjadi fokus dalam pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada dua periode sebelumnya dan tetap dilaksanakan
pada Road Map periode 2020-2024. Namun demikian, dalam rangka
menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemen PANRB) melakukan klasterisasi/regrouping area berdasarkan
sasaran yang ditargetkan. Harapannya, dalam Road Map baru ini tidak
akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan output dari masing-masing area.
Selain itu pada periode ini instansi diberi keleluasaan dalam memilih dan
menyusun program Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan di
instansi masing-masing. Dengan demikian, area perubahan tersebut lebih
dipandang sebagai sebuah model atau pola yang pencapaiannya

disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing organisasi.

9

Munujemeu Penataan Penatasn
Organisas: Tatalaksana
Pena(aan SDM Penguatan Penguatan Peningka!
Akuntabilitas Pengawasan Kuahlas Pelavmm)
Publik

Gambar 4. Arca Perubahan

Hasil evaluasi dari Kemen PANRB menunjukkan kondisi Kemen PPPA
pada kedelapan area perubahan dan indikator yang ada di dalamnya. Dari
hasil evaluasi tersebut, terlihat 3 (tiga) area perubahan yaitu pencapaian
akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas
pelayanan publik diusulkan menjadi target yang diprioritaskan, dengan
alasan bahwa ketiga area tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Di
bidang penguatan akuntabilitas, dirasakan pemahaman pegawai mengenai

www.peraturan.go.id
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sistem akuntabilitas instansi pemerintah masih lemah dan perlu
ditingkatkan. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Kemen PPPA, yaitu
pengawasan dari pimpinan kepada pelaksana pada seluruh pegawai yang
masuk dalam area penguatan pengawasan juga dirasa belum optimal.
Sementara itu, pada peningkatan kualitas pelayanan publik, terlihat masih
sedikit masyarakat yang mengakses layanan publik di Kemen PPPA. Upaya
pencapaian indikator tersebut diharapkan mendorong peningkatan capaian
indikator lainnya.

3. Capaian dan Rencana Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pencapaian hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemen PPPA dalam
kurun 2015-2019 menunjukkan pencapaian yang cukup fluktuatif. Namun
secara umum terdapat peningkatan yang cukup signifikan dimana pada
tahun 2015 nilai skor Reformasi Birokrasi Kemen PPPA adalah 67,73 dan
menjadi 70,16 atau kategori BB pada tahun 2019, Rincian capaian Kemen
PPPA pada tahun 2018 dan 2019 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2018

dan 2019
. Nilai Nilai
No Komponen Penilaian Bobot
2018 2019
A | Pengungkit
1 | Manajemen Perubahan 5,00 3,59 3,68
2 | Penataan Peraturan Perundang- 5,00 3,03 3,34
undangan
3 | Penataan dan Penguatan organisasi 6,00 4,26 3,99
4 | Penataan Tatalaksana 5,00 3,05 3,26
5 | Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 11,74 12,02
6 | Penguatan Alkuntabilitas 6,00 3,33 3,44
7 | Penguatan Pengawasan 12,00 6,48 6,48
8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan 6,00 3,14 3,35
Publik
Sub Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 38,62 39,56
. Nilai Nilai
B Hasil Bobot 2018 2019
1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 8,72 8,79
2 | Survei Internal Integritas Organisasi &,00 4,34 4,61
3 | Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 3,81 5,92
4 | Opini BPK 3,00 3,00 3,00
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-14-
. Nilai Nilai
No Komponen Penilaian Bobot 2018 2019
5 | Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 8,15 8,28
Sub Total Komponen Hasil (B) 40,00 30,02 30,60
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 68,64 70,16

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemen PPPA tahun 2015-2019 telah
memberikan dampak pada organisasi, di antaranya:

a. perubahan perilaku pegawai yang lebih disiplin dan berorientasi hasil
untuk memperbaiki kinerja di instansi;

b. pemahaman tentang Reformasi Birokrasi yang telah berkembang
ditunjukan dengan pelaksanaan sistem integritas internal terkait
budaya organisasi dan sistem antikorupsi, integritas kinerja terkait
pengelolaan sumber daya manusia, integritas kerja dan pelaksanaan
anggaran, dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan norma oleh
pegawai; dan

c. peningkatan kepuasan pemangku kepentingan (stakeholders) pada
Kemen PPPA terkait pelayanan yang telah diberikan.

Pembahasan masing-masing capaian, hambatan dan rencana aksi pada
masing-masing area perubahan yang dijalankan diuraikan sebagai berikut:
1) Manajemen Perubahan

Capaian pelaksanaan area manajemen perubahan pada periode

2015-2019 adalah:

a. Road Map Reformasi Birokrasi Kemen PPPA 2015-2019;

b. Lebih banyak pegawai yang memahami tugas dan fungsi yang
harus dilaksanakan dan paham akan ukuran keberhasilan dari
pelaksanaan tugasnya; dan

c. Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) dalam
pelayanan dan dukungan sistem pengambilan keputusan.
Nilai-nilai utama dan perilaku organisasi juga berhasil ditanamkan

dan dilakukan tiap individu dalam organisasi guna terwujudnya

reformasi birokrasi. Sesuai Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun

2019 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, setiap pegawai harus menjunjung

tinggi nilai dasar Kemen PPPA yaitu PEDULI, yang terdiri atas:

www.peraturan.go.id
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a. Profesional, yaitu bekerja dengan dilandasi rasa tanggung jawab,
dalam rangka menyelesaikan tugas sesuai dengan bidang dan
kompetensi yang dimiliki, secara efektif dan efisien untuk
mencapai hasil kinerja yang terbaik;

b. Equal, yaitu memberikan penghargaan dan pelayanan kepada
semua pihak dengan sikap dan perilaku yang adil, tanpa
membedakan status sosial ataupun golongan;

c. Dedikasi, yaitu keikhlasan diri untuk mengorbankan tenaga,
pikiran, dan waktu yang dimiliki, demi tercapainya tujuan mulia
organisasi;

d. Unggul, yaitu senantiasa menjadi yang terbaik dan terdepan
dalam menghadapi isu dan tantangan di lingkungan kerja;

e. Loyalitas, yaitu memiliki komitmen dan kesetiaan yang tinggi
terhadap organisasi; dan

f. Integritas, yaitu keselarasan antara pikiran, perkataan, dan
perbuatan, dengan menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, dan
rasa tanggung jawab.

Semua nilai ini masih perlu terus dipertahankan dan diperkuat
dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Kemen PPPA, dan
menggerakkan organisasi ke arah perubahan.

www.peraturan.go.id



-16-

2021, No.155

IS)E BUBDUII UBYBUESYE[QW WeEep
ISe.njolrg ISeuLIojay ueeuesyepad

ISYE BUROUAL
ueeuesye(ad [1sey ueyiodejaw

ueyeqniad usde enwas umpg -

1S)B BuBOUAL unsniuaw

usyeqniad uade enwas wnpg -

ueydeanp

Yepns Vddd uaway uedunydury ip

Vddd uaway|
1p [Ppow yojuod uep ueyeqniad

j2pows ajos redeqas ueyeqniad redeo1d myeqnad uady Sumua 6107 unye], uade yeradduad pelusw
uade e sedisnred efudueimy wnjeg 60T 10WON VYddd 14auap uestynday - el1oy uenyes Jun/remedag | ¢
(€-0 ereys)
L0 1sesiuediQ elepng syopu] Vdd uawayj 1p elay edepnq
[ewsye W Te[Iu ISBULIojSUR Y} UByBUBSYR[oW
wnjaq yisew el edepng Vddd usway remedag | ¢
Te(iu ueeuesye(ad PAINS [Ise - Vddd Vddd uaway 1p
'inaad redeaiy uaway remedag yng spoy Fuwun 6107 | ey vAepnq repu uejeuRsyEPW
isesjuedlo reju-reiu unenduay - wneg unye], ¢ J0WoN Vddd Haluay uesnesad Vddd uaway remedag | ¢
(€-0 ereys
£T'T 1senjollg 1SeWI0)ay s)Ipu]
[Bwsyew isenjong 1SeuLo)Ry uveuesyelad | 1senjollg 1SeULI0jy useuesyejad
wnjaq yisew eliay efepnq | redeasdn wepep remedad sedisnaed /ueyeqiuaiey wrepep ppje sedisnaediaq
rejiu ueeuesyead PAINS [ISEH wnjag uemynduad ueynep Wnjag Vddd uaway remedad ynunps | ¢
Vddd uawayj 1senjollg | 610T-S10T unye ], Vddd uaway
YT0T-0CT0T 1senjoiig 1seuiojy dep peoy Sumua L10C IseINoNIg ISeuLIo)ay dojy pooy
ISEULIOJY dojy ppoy ueunsniuag redeoa1a], unye], g8 J0WoN Vddd HNuap ueimead | fuejud) yddd UAULN ueimeiag [ |
JRAq0 1stpuoy na-gmﬁ_n A7 uepde) 610Z-STOZ ISHV vuwouay | OoN

ueyeqnIag uawafeuepy valy uetedesuad ‘Z PqeL

www.peraturan.go.id



2021, No.155

-17-

VDIS IseuLiojul ampdp)

redeatay,

uesnnday wepqueduad
wasis ueSunynp edegas (vors)
Heuy UEp ISpUaL) ISEUWLIoU] WHSIS

westynday wepgqueiuasd waysis
usfunynp uep ueuslejad welep
(ML) 1sejunwoy uep ‘Isewojul
‘Tojowya |, weeunFsuag

www.peraturan.go.id



2021, No.155 18

2) Peraturan Perundang-undangan

Pada periode sebelumnya, area perubahannya disebut penataan
peraturan perundang-undangan, namun pada periode ini diubah menjadi
deregulasi kebijakan. Hal ini dimaksudkan untuk penyederhanaan
peraturan  di Kemen PPPA, melalui  eliminasi berbagai
kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi
dan kecepatan pemberian layanan. Deregulasi yang dilakukan adalah
dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dinilai
menghambat.
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Penataan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi diarahkan untuk
memperbaiki kapasitas lembaga birokrasi Kemen PPPA, dalam konteks
ini Kemen PPPA dituntut menghasilkan suatu lembaga birokrasi yang
mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat serta melaksanakan
tugas fungsi yang diamanatkan. Pada periode ini penyederhanaan
organisasi meliputi penyederhanaan lembaga nonstruktural (LNS)
untuk diintegrasikan ke kementerian atau lembaga yang membidangi
urusan pemerintahan yang sama. Selain itu, untuk menciptakan
organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan
lebih efektif dan efisien, dilakukan perampingan struktur organisasi
pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
Harapannya dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka
disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional.
Untuk mendukung penyerderhanaan tersebut, serta dalam penciptaan
nilai (value chain}, proses organisasi harus efektif dan efisien. Dalam
konteks ini prosedur/mekanisme dan metode kerja yang tepat memiliki
peranan penting. Selain itu, berbagai hal negatif yang berisiko
mengganggu efektivitas proses kerja harus dapat diidentifikasi dan
dikendalikan agar proses organisasi dapat senantiasa menciptakan
rantai nilai yang optimal, maka perlu dilaksanakannya evaluasi
kelembagaan, sebagai landasan bagi instansi pemerintah dalam
memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan
proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya yang
dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
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4) Perbaikan Penataan Tata Laksana

Penataan Tata Laksana dilakukan melalui serangkaian proses
analisis dan perbaikan tata kelola birokrasi dengan tujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur
kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Program kelompok kerja
area perubahan penataan tata laksana adalah program yang meliputi
kegiatan perencanaan, pengembangan, sosialisasi, implementasi,
pengukuran dan evaluasi. Adapun kegiatan yang telah dilakukan
yaitu:

a. Penyusunan Peta Proses Bisnis dan penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) di
lingkungan Kemen PPPA, pada tahun 2015 Kemen PPPA telah
memiliki dokumen Dbisnis proses yang menjadi dasar
pembentukan Kemen PPPA yang ditetapkan melalui Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dokumen
bisnis proses dimaksud disusun berdasarkan Rencana Strategis
(Renstra) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor
01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemen PPPA tahun
2015-2019, namun dokumen proses bisnis 2015 belum sempat
dijabarkan menjadi SOP. Dokumen SOP terakhir telah ditetapkan
melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 01 Tahun 2013 tentang
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Kemen PPPA. Pada tahun 2017 terjadi perubahan
Renstra Kemen PPPA yang diikuti dengan pengerjaan perubahan
dokumen Proses Bisnis 2017. Sehubungan dengan ditetapkan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka pada
tahun 2018 dilakukan penyempurnaan dokumen proses bisnis
2017 mendasar pada Peraturan Menteri dimaksud. Menteri PPPA
telah menetapkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2019
tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kemen PPPA yag
mengacu kepada pedoman Peraturan Menteri PANRB Nomor 19
Tahun 2017.

b. Percepatan reformasi birokrasi dengan perluasan penerapan
pemerintahan elektronik (e-government) yang terintegrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 95
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Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
telah  diterbitkan dengan tujuan mewujudkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terpadu baik di
instansi pusat maupun pemerintah daerah. Arsitektur SPBE
Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara
nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh
kementerian /lembaga dan pemerintah daerah wajib menerapkan
SPBE. Penerapan SPBE secara terpadu, bagi instansi pusat dan
pemerintah daerah dapat bermanfaat untuk berbagi pakai data,
aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir
duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi
pemborosan dalam pembelanjaan teknologi, informasi, dan
komunikasi (TIK). Hal ini akan berdampak pada peningkatan
kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan
penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kemen
PPPA dan Keputusan Menteri PPA Nomor 204 tahun 2019 tentang
Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kemen PPPA serta
publikasi pada setiap layanan di lingkungan Kemen PPPA melalui

semua media.
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Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada periode Road Map sebelumnya, Penataan Sistem Manajemen
SDM  meliputi  perencanaan  pegawai, pengadaan, hingga
pemberhentian aparatur Kemen PPPA yang akan berpengaruh
terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Kemen
PPPA. Saat ini, masing-masing kementerian dituntut untuk
melaksanakan merit system untuk menciptakan ASN yang profesional,
berintegritas, serta berdaya saing  tinggi. Perencanaan
kebutuhan /formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi
yang sesuai dengan dengan peta jabatan instansi/organisasi yang
telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya yang
dilakukan dalam mendapatkan aparatur sipil negara (ASN) yang baik,
dimulai dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif
berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test
(CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu
kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN, dan
tidak dipungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin
objektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, hasil seleksi
dapat diketahui secara langsung (real time) tanpa perlu menunggu
lama setelah selesai mengikuti ujian. Kemen PPPA telah melaksanakan
CAT dalam penerimaan ASN sejak tahun 2015.

Hal ini mengingat bahwa untuk mewujudkan ASN yang bersih,
kompeten, dan melayani, ASN wajib memiliki standar nilai kompetensi
dasar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta standar nilai kompetensi
teknis, manajerial, dan sosio kultural (bagi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja) agar sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya
sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat.

Upaya lain yang telah dilakukan dalam mendorong terciptanya
ASN unggul dan berdaya saing tinggi adalah diterapkannya Talent Pool
ASN Nasional sebagai dasar pengembangan karier ASN yang
transparan, kompetitif, dan berbasis merit. Talent Pool ASN diharapkan
dapat mewujudkan sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui
penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis
kompetensi, dan kinerja. Selain itu, penataan sumber daya manusia
aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan
pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen

kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan
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kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi
berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci di
dalamnya.

www.peraturan.go.id



2021, No.155

-39-

redeosa ],
Juey ejod Sueiual yddd usuuiag ueunsniuag yepiL renqip wnpag | Juey ejod dueiua) yddd uduuiag | 9
ruefejaw
uep syudauuaq  ‘yisiaq ‘reuoisajoxd
dued NSV uespninmow  ynjun  juaw
siseqiaq wep ‘mnadwoy ‘ueredsueny Fued
NSY uswafeuew uederouad efedn redeqas
‘Gurddoy uapp, 1seyide ueyeundduaw 1J3uyy,
uewdung uejeqer ueisifuad ueeURSHE[I] rededia], burddopy juay efuunsnsial, | SNd 1suajadwoy [goid uawmnsoq | <
Vddd uauag uespengip eAuinfuees
ymun  GINVd udway wep uenfniesiad stuya, 1Isuajadwoy uejeqel
UBUGYOW 13g uep ueewmdwaluag $9s014 | snwey uawjo(] efuunsnsiay, | 1suajadwoy Jepuels uawno( | ¢
NI sBqaq uep ‘[aqejurie NI seqaq uep
mjepaq Suek ‘nyaiqo ‘ueredsuen | ‘jaqeiumnje qipjelqo ‘ueredsuen
ueduepun-ueduepuniad uemjernd ueduop ‘ipe dued remedod ueewruouad | ‘ppe Fued remedod ueewuouad
rensas  emedaod ueeuniduad  ueeuEsyeld redeora], | sasoad elueuesyea], | sasoxd elueuesyeal | €
1sesiuedio ueyryngay
ueduap rensas jeday jedep gNd 1sudadwioy
usp 1sisodwoy ‘Isejyeny ‘Yepunf
ymun Jefe gNd ueepeduad uenoew 1efeqes remedad ueeuvoualad
ueyeundip remedod uveueouarad uawIT{OQ redeosa], | uawmsop efunsnsia], | temeSod ueeueosuasad uswmoq | ¢
ey uegag
e13y] ueqag sisijeuy uep umeqel seuoju sisi[euy uep uejeqe ISeuioju] el1a) ueqag sisijeuy
eped uepesepiaq ueremedoday ueeuedUIII] redeosa ], | uawmyogg eAUUNSNSIJY, | UBP UBjRQE ISBWLIOJU] UdwWnNjo(] | 1
N¥R(qo 1stpuoy EMM-S 4 ueredey 610Z-STOT ISV vuwduay | ON

WAas uawafeuepy wWIsis uewieuad ueredeouad “g [2qe],

www.peraturan.go.id



-40-

2021, No.155

Vddd uawayj remedag
ynd 9poy Juwual 60T unyel ¢ Jowon
Vddd uauiag epeday ueysesepip remedad yno

Vddd uaway remedag yng
apoy Jumuan 610z unyel +

remedag }Ng apoy Jueiua vddd

apoy 1senjead uep Hunopuow uBBUESNE[I] redeasa ], | JOWON Vddd UUIN UBIMEIdd | UUIy ueimierdd weunsnfuad | €1
euesyelad ueduap redwes | Uojsa
[2a9] uep remu remedoq elioury weifueliag
eped Suemua; Suef jadie; eped ueiesepiaq remedag eliauny npiarpur el1auny
remedad  npupur elnup uemynduag redeora ], | werluefiag eluunsnsia], | uemynduad ueyeuesye[d | 1
npiarpu] elpuny veanynduag redeoiay npupur elioun] ueinynduad npurpur elloun] vemynduad
SIa ], ynfuniag Ywug ueunsniuag wnjag | sinjal ynfumgag | sinjey  ynfunjad  weunsniuag | 11
mjeaq Sued ure] ueSuepun-Suepunaad
ueimjesad ueruUaley uep IO unyep (1] uojasa uep | uUoIsa) BweERld (11 uojasa uep | uojasa) ewejeld
g1 JIowoN FINVd uUuIag ueduap rensas uep efpel 133uy], uewdwyg | uvep elpew 183ul], uewduy
ISYIPg eniued wil, yIjo ueeuesyenp Juel reqelbd @eq enqin sYAPs jeqeldg Feq  eynqiay YIRS
vweleld uep edpep @3ur], veuwduyg 1eqelad miepw Bupplq uado) exngial | mepw (Guipplq uado) exngial
Beq  mnqiy  Juep| s}a[es  ueuesyERd redeasa], | Suepd]  1syops  ueeuesye[yd |Juep| Isyaps ueeredduapluad | 01
ByNgal
1839)9s ueeuesye(ad siuyay ynfumiad epeday mngial 1Syaas B NQIa)
noeSuawr  uejeqel sowold ueBUBSYE[Yd redeosa], | ueeuesyejad sunjay ynfumag | isowoxd ueyeligey ueunsniuad | 6
remedad elou
uenndopay Suisew-Suisew Yoo ueyeUEsyE[P ugeydumiad  ynjun  ypewy remedad enwoas
jyneway  buippng  fovdwo  ueeuesyelad redeosa ], | bupymq fondvo  ueeuesye(ad | ymun ynews bupymq finovdn) | g8
$T0Z-020C Vddd uaway ensuay ueduap
umyrensasip ymun remedod ueduequaduad was was
ubisap punib ueewmduwafuag sasold | ueduequaduad ufisap puvio | ueduequaduad  wbisap  puvin | L
n¥Rlqo sipuoy :-8_:-8:___._ ueredey 610Z-STOT ISV vuwduay | ON

www.peraturan.go.id



2021, No.155

41-

ueremedadoy ueyningay

ueduequaduad uep iseInu /1sejol 1ensas Juel ueremedaday
ueeuesyejad wepep ueremedoday seuLOjuU] redeara], 1004 juapy sexidy | IsSewiojul  WAISIS  uBjRRjUBWA{ | O

remedad nno 1suasaxd ueduap (DAJNIS) uBynIngay

uenfeduad 2y ueSuequoaduad uep uenpeysy ueremedaday ISBULIOJU] | TENSas Juel ueremedaday
isuasqe  mefeqas  DIJWNIS  uBIyEINWI redeosa ], | walsis uenYNeINWI | 1sewojul wasis ueduequaduag | 1

uenq (weua) g 1ad remedad yno remedad yna apoy furdisip

apoy remedad undisip uedesouad ueeuesyejad redeosay 1senjeay | uedesauad ueeuesyejad
iseneag  pisey  uelode]  ueunsnfuag umpag | uep Suuormoy [isey uelode] | 1senjead uep Guropuopy | $1
n¥Rlqo sipuoy S ueredey 610Z-STOT ISV vuwduay | ON

smyeyg

www.peraturan.go.id



2021, No.155 _an-

6) Penataan Akuntabilitas

Program penguatan akuntabilitas yang dibuat oleh Kemen PPPA
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat
mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu
mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber
yang dipergunakannya. Hal ini berpengaruh juga pada perbaikan nilai
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemen PPPA,
sesuai dengan perintah Presiden dalam berbagai kesempatan, yaitu
peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat
sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini yaitu menciptakan
organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran

secara efektif dan efisien.
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Tabel 7. Pencapaian Penataan Akuntabilitas

Rencana

No| Aksi2015- Capaian Status Kondisi Objektif
2019 Pencapaian
1 | Sosialisasi Sudah Tercapai . Pengembangan
Peraturan dilaksanakan aplikasi teknologi
Presiden Sosialisasi informasi  keuangan
Nomor 29 | Peraturan yang terintegasi
Tahun 2014 | Presiden Nomor dengan aplikasi
tentang 29 Tahun 2014 kinerja (e-Performance)
Sistem tentang yang dapat
Akuntabilitas | Sistem mengintegrasikan
Kinerja Akuntabilitas informasi
Instansi Kinerja Instansi perencanaan,
Pemerintah Pemerintah penganggaran, dan
2 | Capacity dalam berbagai kinerja, juga sebagai
building bagi | rapat/ capacity media dalam
komponen building melakukan reviu
SAKIP  unit | penyusunan capaian kinerja secara
kerja LAKIP berkala
kementerian dan . Penyusunan
unit kerja Peraturan Menteri
3 | Penyusunan | Petunjuk Teknis | Tercapai PPPA Nomor 5 Tahun
Petunjuk Pelaporan 2020 tentang
Pelaksanaan | Kinerja Kemen Penyelenggaraan
Laporan PPPA Sistem Akuntabilitas
Kinerja Kinerja Instansi
Pemerintah di
Lingkungan Kemen
PPPA
7) Penguatan Pengawasan

Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan

luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja, dan beragamnya

jenis pelayanan. Untuk itu, dibutuhkan strategi percepatan Reformasi

Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang langsung dapat

dirasakan oleh masyarakat. Pengawasan dalam manajemen pada

dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari

adanya

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dalam bentuk

perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya, seperti pemborosan

anggaran negara oleh aparatur dalam mengelola Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) di Kemen PPPA. Zona Integritas (ZI) adalah
strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit

kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi
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(Wilayah Bebas Korupsi/WBK) dan pelayanan yang prima (Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani/WBEM). Fokus pembangunan ZI adalah
pada unit kerja yang mampu membangun budaya antikorupsi dan
memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat. Proses pembangunan tersebut akan
tergambar pada dua survei eksternal yaitu Survei Persepsi Anti
Korupsi dan Survei Persepsi Pelayanan Publik. Kemen PPPA sudah
mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) pada 2015, namun belum berjalan baik pada pelaksanaannya.
Selain itu, Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) serta Sistem
Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIF) di Kemen PPPA juga sudah
berjalannya.
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8] Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kemen PPPA sebagai bagian dari pemerintah dituntut untuk dapat
menyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka
memenuhi kebutuhan atas informasi dan fasilitasi tentang kebijakan,
program, dan permasalahan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, serta layanan atas barang publik, jasa publik, dan
pelayanan administratif. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana semua
penyelenggara pelayanan publik harmis dapat menyediakan pelayanan
yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan
pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas
terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna
layanan.

Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan
publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas
penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari
pelaksanaan bimbingan dan pendampingan terkait bidang pelayanan
publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birckrasi kepada kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah. Selain itu, bukti terjadi peningkatan kualitas
pelayanan publik tidak terlepas dari pengukuran indeks pelayanan
publik sebagai alat evaluasi penyeleggaraan pelayanan publik yang
dilakukan, dimana ada 6 ([enam) aspek yang digunakan dalam
pengukuran indeks yaitu:

a. Pemenuhan Kebijakan Pelayanan |standar pelayanan, maklumat
pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat);

b. Peningkatan Profesionalisme SDM;
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana;

d. Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPF);

e. Pengelolaan konsultasi dan pengaduan (termasuk penerapan

LAPORI); serta
f. Penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik, berlomba-lomba

dipenuhi oleh unit layanan yang dievaluasi.

Hasil dari pelayanan publik yang telah dilakukan Kemen PPPA
menghasilkan  peningkatan kepuasan pemangku kepentingan
(stakeholders) terhadap layanan yang diberikan.
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9) Quick Wins

Quick wins adalah langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai
yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi
terutama berkaitan dengan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam
kurun waktu 2015-2019, sudah banyak gquick wins yang dilakukan
Kemen PPPA, dari 21 (dua puluh satu) guick wins yang ditetapkan
sebanyak 20 (dua puluh) quick wins telah terlaksana 100% (seratus
persen) dan sedangkan 1 [satu) quick wins belum tercapai penuh.
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4. Implementasi Program Reformasi Birokrasi

Kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemen PPPA vyaitu
pengorganisasian dan implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi. Dalam
konteks perencanaan, keterhubungan dan elaborasi amat kurang antara
agenda Reformasi Birokrasi yang seharusnya diarusutamakan dan
cascading rencana pelaksanaannya. Implikasi lanjutannya yaitu mekanisme
pembiayaan yang tidak dijamin (secured) dalam alokasi ke dalam pos
anggaran yang bersifat khusus. Dalam konteks perlengkapan (machinery)
pelaksanaannya, kedudukan dan bentuk tim pelaksana Reformasi Birokrasi
masih belum jelas. Lebih mendasar dalam masalah ini, kapasitas sumber
daya manusia masih lemah sehingga tidak mampu menyusun dan
melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi. Secara spesifik,
masih tinggi jumlah aparatur sipil negara yang belum memahami definisi,
maksud, dan pentingnya Reformasi Birokrasi.

Sejak tahun 2019 terjadi peralihan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dari tingkat kementerian menjadi pelaksanaan tingkat instansi dan tingkat
unit/satuan kerja. Hal ini ditujukan untuk dapat menggerakkan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh tingkat organisasi dan
mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan
KemenPPPA. Pembentukan tim pelaksana Reformasi Birokrasi juga dipilih
dengan bentuk tim ad hoc yang melekat pada jabatan bukan perorangan.
Pemilihan tim ad hoc dibanding struktur permanen dipilih untuk
menghindari penggemukan struktur organisasi serta tumpang tindih
struktur pelaksana Reformasi Birokrasi di Kemen PPPA. Tim Reformasi
Birokrasi Kemen PPPA membawahi 9 (sembilan) kelompok kerja meliputi: 1)
manajemen perubahan; 2) deregulasi kebijakan; 3) penataan organisasi; 4)
penataan tatlaksana; 5] penataan SDM aparatur; 6) penguatan
akuntabilitas; 7) penguatan pengawasan; B8) peningkatan kualitas
pelayanan publik; dan 9) guick wins. Tim tersebut terdiri dari seluruh
perwakilan seluruh satuan kerja di Kemen PPPA.

5. Dampak/Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi

Hasil pelaksanaan reformasi pada 2 (dua) periode sebelumnya
menunjukkan bahwa upaya menuju pemerintahan berkelas dunia yang
telah dilaksanakan menghasilkan beberapa perubahan. Perubahan tersebut
terlihat dari capaian atas target beberapa indikator tata kelola
pemerintahan yang semakin baik. Kebijakan Reformasi Birokrasi di tahun
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2015-2019 ditujukan untuk mencapai tiga sasaran utama yaitu 1) Birokrasi
yvang bersih dan akuntabel, 2) Birokrasi yang efisien dan efektif, dan 3)

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik

berkualitas. Keberhasilan

pencapaian 3 ([tiga] sasaran tersebut diukur dengan beberapa indikator
yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi 20153-2019, seperti
tertuang di tabel berikut.

Tabel 11. Pencapaian Ukuran Keberhasilan Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019

Sasaran

Indikator

Satuan

Baseline
2014

Target
2019

Realisasi

2019

Birokrasi

yang
bersih dan

akuntabel

Opini
Tanpa
Pengecualian
(WTP) atas
Laporan
Keuangan

Wajar

Status
Opini

Tingkat
Kapabilitas
APIP

Skor 1-3

Tingkat
Kematangan
Implementasi

SPIP

Skor 1-3

3,038

Nilai
Aluntabilitas
Instansi
Pemerintah
(SAKIP)

Nilai

BB

Penggunaan e-
Procurement
terhadap
Belanja

Pengadaan

Tidak

Ya

Ya

Birokrasi

yang
efisien dan

efeltif

Birokrasi

yang
memiliki

Indeks
Reformasi
Birokrasi

Skor
1-100

60,17

73

70,16

Indeks
Profesionalitas
ASN

Indeks

Indeks e-
Government
Nasional/SPEE
Indeks
Integritas
MNasional

Skor 0-3

Skor
0-100

1,96
(Skor
0-4)

7,22

90

3,05
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pelayanan Survei
publik 2 | Kepuasan Yo 80 95
berkualitas Masyarakat
Indeks Indeks
belum
3 | Pelayanan tersedia
Publik

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan Reformasi Birckrasi
menuju arah yang lebih baik, yang ditunjukkan dengan peningkatan
berbagai capaian dari kondisi baseline di tahun 2014. Pencapaian tersebut
menjadi refleksi terkait perbaikan yang sudah dilakukan dan indikator
mana yang masih perlu diperbaiki, namun yang lebih utama bahwa
Reformasi Birokrasi tidak boleh berhenti pada ukuran-ukuran tersebut,
pemerintah hamis mampu mencerminkan perubahan dan perbaikan
kualitas terhadap kehidupan bernegara, serta membuat perbaikan kualitas
hidup di masyarakat. Reformasi Birokrasi dapat dijadikan sebagai faktor
pendorong perbaikan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang baik
dan penghapusan pungli, peningkatan kualitas kehidupan dan
kebahagiaan masyarakat melalui pelayanan publik, dan peningkatan daya
gaing bangsa dengan menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
kompeten.

6. Tantangan/Hambatan
Tantangan dan hambatan yang masih perlu dihadapi oleh Kemen

FPPA dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yaitu:

a. Pemahaman Konsep Reformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya melekat pada

seluruh ASN di Kemen PPPA, hal ini biza disebabkan sosialisasi yang
belum maksimal, serta masih adanya pegawai yang resisten akan
Reformasi Birokrasi. Untuk itu, memperkuat adanya Agen Perubahan
menjadi penting untuk terus dilaksanakan. Perilaku dan pola pikir
lama masih dijalankan para ASN Kemen PPPA, ini juga menunjukkan
bagaimana implementasi area perubahan belum terinternalisasi secara
maksimal ke seluruh bagian organisasi. Di sisi lain, monitoring, review,
dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemen PPPA belum
terulkur.
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Inkapabilitas ASN dan Mentalitas Silo

Rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, bahkan sebagian bersikap resisten dan tidak memahami
esensi Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diperburuk dengan mentalitas
silo yang menjadi penghadang upaya sinergitas agenda-agenda
Reformasi Birokrasi dan membentuk persepsi bahwa Reformasi
Birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari instansi atau sebagian
orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat
administratif.

Kepercayaan Publik

Kurangnya kepercayaan publik yang rendah menjadi disinsentif
bagi partisipasi publik dan pembangunan koalisi multipihak pemangku
kepentingan dalam perubahan sektor publik. Pada gilirannya,
partisipasi yang rendah juga semakin menjadikan kepercayaan publik
secara keseluruhan makin terpuruk. Ketidakpercayaan muncul karena
ketidakmampuan Kemen PPPA dalam mengelola kepercayaan publik
melalui program-program Reformasi Birokrasi sehingga akan
menyebabkan rendahnya dukungan masyarakat terhadap program-
program Reformasi Birokrasi. Kondisi ini diatasi dengan makin giatnya
kolaborasi Kemen PPPA dengan lembaga masyarakat untuk
memperkuat keberadaan Kemen PPPA bagi masyarakat.

Birokrasi yang Tertutup (Closed System Bureaucracy)

Birokrasi yang tertutup menyebabkan lemahnya kontrol dan
partisipasi masyarakat terhadap birokrasi. Hal ini dikarenakan tidak
ada interaksi antara birokrasi dengan lingkungan eksternal, termasuk
masyarakat sebagai penerima layanan publik. Akibatnya birokrasi
menjadi tidak responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
Untuk menjadi birokrasi yang berkelas dunia, birokrasi harus mampu
berkolaborasi dengan berbagai aktor dan sektor dalam berbagai proses
pengambilan kebijakan dan pelayanan publik.

Pembelajaran
1) Peran Kepemimpinan

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemen PPPA

tidak terlepas dari komitmen Menteri PPPA dan juga Kepala

Satuan Kerja. Komitmen Menteri PPPA dan Kepala Satuan Kerja

berpengaruh kuat pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan

menjamin netralitas birokrasi.
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2) Program yang Fokus dan Terarah
Belum adanya upaya untuk memaksimalkan kinerja organisasi
melalui penyusunan program yang fokus dan terarah dengan
dukungan keuangan yang memadai. Beberapa program-program
rutin dan berskala kecil disusun ulang dan dikembangkan
menjadi sebuah program baru yang lebih besar. Kompleksitas
program baru yang lebih besar tersebut menuntut kolaborasi,
integrasi, dan koordinasi yang lebih intens di antara unit kerja.
Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk merubah budaya dan
pola pikir (mindsefy ASN agar lebih inovatif dan kolaboratif.
Hasilnya, program yang dibuat lebih menyasar pada kebutuhan
masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya
perubahan budaya organisasi dan pola pikir (mindsef) ASN.

3) Memahami Kompleksitas dan Kesenjangan Kompetensi untuk
Melaksanakan Reformasi Birokrasi
Sangat penting untuk memahami kompleksitas Reformasi
Birokrasi dan kesenjangan kompetensi aparatur sipil negara
untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Hal ini dibutuhkan
agar kebijakan dan program Reformasi Birokrasi yang dibuat
sesuai dengan konteks dan kondisi di setiap instansi. Kegagalan
memahami kompleksitas dan kesenjangan kompetensi untuk
melaksanakan reformasi akan menggiring upaya Reformasi
Birokrasi pada kondisi yang frustasi dan stagnan karena target
yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan kemampuan
organisasi dan personil merespon perubahan. Namun, perlu
diperhatikan bahwa target keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak
juga boleh terlalu rendah agar perubahan yang diharapkan dapat
dirasakan.
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BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi
Birokrasi adalah konteks di mana birokrasi beroperasi, sedangkan isu
strategis merupakan konten yang berpengaruh dalam proses Reformasi
Birokrasi.

1. Lingkungan Reformasi Birokrasi
Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalanannya program

Reformasi Birokrasi dan dikategorisasikan sebagai lingkungan Reformasi

Birokrasi, di antaranya politisasi dan kooptasi birokrasi: penegakan dan

kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi;

globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; serta transformasi

digital.

a. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi

Keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan,

kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk
melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata
kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi harslah
menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional
dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap
birokrazi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral,
berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme
ketika tidak diiringi sistem integritas nasional yang belum terbangun,
pengawasan intern pemerintah yang masih belum i#skapabel dan
belum matang (immature), serta etika publik yang belum terpelihara.

b. Penegakan dan Kepastian Hukum

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat

diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum
mengakibatkan tidak berjalannya sistem reward dan punishment
Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi pemangku
kepentingan (stakeholders) yang mampu melakukan Reformasi
Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi
pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon
proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi
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tersebut perlu dicantumkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas
dan tegas.
. Administrasi dan Kelembagaan
Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam
beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian,
dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang
mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah
proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat
potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak
berbasis prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan juga membuat
birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu,
rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat
lemahnya profezionalisme dari aparatur negara.
d. Budaya Birokrasi
Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem
berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut
kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan
yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam
birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan
nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang
diafirmasi dalam bentuk wvariasi tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi
penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan
nilai-nilai antikorupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya
mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan
modalitas mendasarnya.
e. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/8DGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh
dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan
terwujudnya 17 (tujuh belas) tujuan berkelanjutan pada tahun 2030.
Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat
membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global
maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu
yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain
berkaitan dengan pemanfaatan ‘big data’, pelayanan terintegrasi
(integrated service), pelayanan yang lebih mengakomodasi keunikan
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individu masyarakat, dan pemanfaatan kecerdasan buatan |artificial
intelligence) di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu
mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman,
sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.
Transformasi Digital

Perkembangan Revolusi Industri Tahap 4 (dikenal juga sebagai
Revolusi Industri 4.0) yang diprakarsai oleh tren transformasi digital
menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi
pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring
dengan perkembangan teknologi, maka pola hubungan dan interaksi
antara pemerintah dan masyarakat pun mengalami perubahan
mendasar. Pemanfaatan teknologi dan sosial media oleh masyarakat,
misalnya, memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk
menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang
selama ini terbatas menjadi ranah ekslusif pemerintah. Pada saat yang
bersamaan, eksistensi pemerintah sebagai aktor yang paling sentral di
sektor publik pun mulai diperbincangkan oleh khalayak ramai. Hanya
pemerintah yang mampu untuk menyesuaikan diri  dengan
perkembangan zaman dan membuka diri terhadap transformasi digital
yang mampu untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

Transformasi digital merupakan perubahan fundamental dan
menyeluruh pada proses bisnis, sumber daya manusia, dan budaya
dalam organisasi untuk meningkatkan nilai organizasi melalui
pemanfaatan teknologi digital. Transformasi digital bersifat strategis
bagi organisasi untuk peningkatan nilai organisasi yaitu peningkatan
kinerja, nilai tambah, daya saing, kolaborasi, efektivitas, dan efisiensi.
Dalam melakukan transformasi digital, perlu dilakukan proses
digitizazi dan digitalisasi. Digitizasi merupakan proses mengubah data
dan informasi ke dalam bentuk digital, sedangkan digitalisasi
merupakan proses pemanfaatan data dan informasi digital serta
teknologi digital dalam proses bisnis tertentu.

Perubahan fundamental dan menyeluruh diperlukan perencanaan
yang sangat matang untuk menentukan cakupan perubahan, sumber
daya wyang diperlukan, keluaran, serta sasaran dan target nilai
organisasi. Perencanaan ini biasanya dituangkan dalam rencana induk
transformasi digital. Untuk memastikan keberhasilan transformasi
digital, perlu dibangun kapabilitas teknologi, kapabilitas kompetensi

www.peraturan.go.id



2021, No.155 0.

sumber daya manusia, dan kapabilitas pengukuran keberhasilan
(forecasting and fracking). Dengan membangun  kapabilitas
transformasi digital, organisasi mampu mengendalikan pelaksanaan
transformasi  digital dan menghasilkan target keluarannya.
Transformasi digital tidak berhenti pada tercapainya target keluaran,
akan tetapi organisasi mampu memastikan pemanfaatan target
keluaran transformasi digital yang memberikan nilai manfaat/dampak
bagi organisasi sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.

2. Isu-isu Strategis Reformasi Birokrasi
Isu strategis Reformasi Birokrasi merupakan beberapa hal terkini yang

perlu segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, di antaranya penyederhanaan struktur dan

kelembagaan birokrasi, pemanfaatan teknologi digital, arahan wutama

Presiden Republik Indonesia, dan lima arahan Presiden Republik Indonesia

kepada Kemen PPPA.

a. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk

mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat struktur dan
tepat fungsi, dengan dasar pembangunannya adalah kinerja. Artinya,
setiap wunitorganisasi yang ada harus sesuai dengan kebutuhan
organisasi dalam mencapai kinerja. Selain itu, sesuai dengan arahan
presiden terkait struktur kelembagaan yang sederhana, simpel, dan
lincah diperlukan penyederhanaan struktur dan kelembagaan
organisasi. Penyederhanaan dilakukan dengan memangkas struktur
organisasi (utamanya eselon 3 dan eselon 4) yang menghambat proses
pelayanan kepada masyarakat.

b. Pemanfaatan Teknologi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan

tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi,
khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para
eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses
pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini
menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis
untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025,
Pemanfaatan teknologi dan sosial media oleh masyarakat, misalnya,
memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk
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menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang
selama ini terbatas menjadi ranah ekslizif pemerintah.
Arahan Utama Presiden Republik Indonesia

Presiden menetapkan 5 (lima] arahan utama sebagai strategi
dalam pelaksanaan misi Nawa Cita dan pencapaian sasaran Visi
Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan
sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan
regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Peran
Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama Presiden
tentang pembangunan nasional di atas yaitu memastikan setiap
program, kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian
kelima sasaran tersebut.

Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, Reformasi
Birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan
kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era
digital dan industri 4.0. Dalam hal pembangunan infrastrulktur,
Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan
anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala
penyimpangan. Dalam hal penyederhanaan regulasi, Reformasi
Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana
kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa
dampak yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat
penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Selain itu, penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan
seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka
menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta
meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang
memerlukan kolaborasi lintas instansi. Dalam hal penyederhanaan
birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas
berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah
satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi
menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birckrasi ini
dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan
berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal
transformasi ekonomi, Reformasi Birokrasi perlu mengarahkan
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan
setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya
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kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang
menyebabkan efisiensi dan pemborosan.

eMamBangun SHM pelaria keras yang dinamis, produkt,
1. PEMBANGEINAN SHM T i il pengatafiaan dan ane

Z. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

S.PLNYLULISHANAAN ILGULAS

A PENYEDENMANAAN BIROKRASI

Gambar 5. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

d. Lima Arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kemen PPPA
Hal penting lain dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Kemen PPPA 2020-2024 yaitu adanya penambahan fungsi dan 5 (lima)
arahan Presiden kepada Menteri PPPA sebagai tema kerja (prioritas)
Kemen PPPA. Penambahan fungsi Kemen PPPA sebagai hasil Rapat
Terbatas (Ratas) yang dipimpin Bapak Presiden Republik Indonesia dan
Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2020 yaitu
penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban
kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas
provinsi, dan internasional. Sedangkan 5 (lima) arahan Presiden
kepada Menteri PPPA yaitu:
1) meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam
pendidikan/pengasuhan anak;
3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

4) penurunan pekerja anak; dan
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5) pencegahan perkawinan anak.

Pesraruran Pencexshan
Pekerjs Ansk Peth?mn
Amak

Gambar 6. 5 (lima) Arahan Presiden Republik Indonesia kepada Menteri PPPA
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BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Setelah melihat evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Kemen PPPA periode sebelumnya, serta pemetaan terhadap lingkungan
strategiz pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta
sasaran Reformasi Birokrasi serta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan
sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab
tantangan /hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu
strategis Reformasi Birokrasi ke depan. Simpulan atas evaluasi capaian
Reformasi Birokrasi 20153-2019, isu strategis Reformasi Birokrasi ke depan,
dan arahan utama Presiden Republik Indonesia tentang pembangunan
nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik dan bersih, masih
perlu diupayakan perwujudannya. Birokrasi yang baik dan bersih adalah
birckrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan
dan perilalu koruptif, profesional, adaptif, responsif dalam memberikan
pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional,
serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas dasar
hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Road Map
Reformasi Birokrasi ini diarahkan pada penciptaan profil birokrasi tersebut.

o \
I Pemerintahan yang balk dan bersih '
Indikator Impact:
Indikator Qufcome: 1. Ease of Doing Business
Indeks Reformasi Birokrasi 2. Cormysiion Feromions Inilex
3. Governmemt Effectiveness
Index
Birokrasi yang bersih dan Birokrasi yang kapahel Pelaysnan Publik vang Prims
akuntabel Indikator: Imdikm_n:l': o
s | || b
1. lndeks Perilakn Anti Konpsi 2 Indeks SPRE e e
2. Nilai SAKIP 3. Indeks Profesionalitas i :
Py o:}; e AR Publik, Konsubiasi dan Pengaduan, dan

< >

Gambar 7. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Ketercapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi mengacu pada
indikator yang telah ditetapkan secara nasional. Selain itu, guna menjaga
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keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di setiap lini, maka penting dilakukan penyelarasan program
Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan Kemen
PPPA.

1. Tujuan

Secara nasional, tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode
2020-2024 wyaitu menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan
mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Pencapaian tujuan ini diukur
melalui indikator global di antaranya: Ease of Doing Business [Kemudahan
Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, Corruption
Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh Transparency International,
Govermment Effectiveness Index oleh World Bank, dan Trust Barometer oleh
Edelman. Untuk dapat mencapai indikator level global tersebut, dukungan
penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di tiap instansi (kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah) harus dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab.

2, Sasaran

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada 3 (tiga)
sasaran pembangunan. Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan
sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang
juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga
gasaran reformasi birokrasi, yaitu:

1) birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2] birokrasi yang kapabel; dan
3] pelayanan publik yang prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan
pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya.
Selain itu penetapan ketiga sasaran tersebut juga mempertibangkan
keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya serta
lingkungan strategis pemerintah. Hubungan sasaran Reformasi Birokrasi
periode sebelumnya dengan periode saat ini yaitu sebagai berikut:
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Sasaran RB 2010- Sasaran RB 2015 Sasaran RB 2020-
wr 2014 2019 2024

Pemerintahan yang Birokrasi bersih i 1 1
bersih dan bebas KKN Faiiaatie S T S ot
Mecningkatkan kualitas Birokrasi yang cfektif Birokrasi cfekuf
rla)d-a:an publailk: dan cfisien — d::n cfui;nmg e

P P RN Birokrasi yang Birokrasi yang
Meningkatkan mempunyai pelayan mempunyai pelayan
kapasitasdan blirm B ety publik yang
:‘l_mnlnhl_huskmcqa ms berkualitas

asi

Gambar 8. Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi Antar Periode

Terdapat tujuh sasaran yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan sasaran
Reformasi Birokrasi 2020-2024. Tabel 12 menunjukkan rincian dari
indikator sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 beserta baseline tahun
2019 dan target pada 2024.
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3. Strategi Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map
periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang
dianggap efektif dari Road Map periode sebelumnya. Penambahan hal baru
tersebut misalnya ditetapkannya sasaran dan indikator program yang
terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih
dimonitor secara riil. Adapun di antara hal yang masih tetap dipertahankan
dari Road Map periode sebelumnya yaitu pengorganisasian pelaksanaan
Reformasi Birokrasi ke dalam tingkatan nasional dan instansional serta
pelaksanaan quick win pada tingkatan nasional dan instansional. Secara
umum, hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi 2020-2024 dapat terlihat pada gambar di bawah ini.

r’- “’ Tujusn RB
| Evaluasi Copsin RB | 2020.2024 -
l 20152019 - T

i Ambis Linghungm .
| Strategis RB

Renxcana

Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024

Gambar 9. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi dengan Strategi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam 2 (dua) tingkatan
pelaksanaan, yaitu nasional dan instansional.
Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terbagi lagi
menjadi 2 (dua) tingkat yaitu pelaksanaan makro dan meso.
a. Makro
Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan
Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi
pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso
dan mikro.
b. Meso

www.peraturan.go.id
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Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi
Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector. Instansi
tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan
inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan
pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan
pelaksanaannya.

Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan
mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi
Birokrasi pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah. Kebijakan tersebut sebagaimana digariskan secara nasional
melalui program makro, program meso, dan pelaksanaan program atau
inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan
Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi

nasional.

INSTANSIONAL

Gambar 10. Tingkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4. Program-Program
Program Reformasi Birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan

atau ruang lingkupnya yaitu program makro, meso, dan mikro.

a. Program Makro

Program pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada level makro

berfokus pada upaya penetapan arah kebijakan nasional serta upaya
pengawasan agar implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai
dengan Road Map Reformasi Birokrasi periode 2020-2024. Pengawalan
terkait waktu pelaksanaan juga menjadi prioritas pada level, agar
pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi berjalan sebagaimana
kerangka waktu Road Map sebagai berikut.

www.peraturan.go.id
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Gambar 11. Kerangka Waktu Road MapReformasi Birokrasi

b. Program Meso

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso merupakan
pelaksanaan sasaran program yang merupakan uraian atau cascade
down dari 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. Selain itu, sesuai
dengan RPJMN 2019-2024 yang menetapkan Reformasi Birokrasi
sebagai program pengarusutamaan yang wajib dilakukan oleh seluruh
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, maka setiap
kementerian/lembaga leading sector harus memastikan pelaksanaan
program-program meso urusannya pada setiap kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan
keberagaman yang berbeda-beda. Berikut ditetapkan sasaran program
dan instansi pengampu serta kegiatan/tema yang mendukung
pencapaian sasaran program.

Hasil pada program meso ini akan diukur dengan menggunakan
beberapa indikator antara pada setiap sasaran Reformasi Birokrasi.
Kementerian/lembaga yang tugas dan kewenangannya terkait dengan
indikator antara ini wajib untuk melaporkan perkembangan capaian
indikator tersebut kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi
Nasional setiap tahunnya. Dalam rangka memastikan setiap
kementerian /lembaga penanggung jawab indikator dan program meso
melaksanakan program tersebut, maka setiap kementerian/lembaga
penanggung jawab harus menyusun rencana aksi pelaksanaan
program. Rencana aksi ini akan dimonitor dan evaluasi secara berkala
(tiga bulanan) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional
(TRBN).
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c. Program Mikro
Kegiatan mikro adalah program yang akan dijalankan masing-
masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam
menerapkan Reformasi Birokrasi. Aktivitas mikro yang akan
dilaksanakan oleh Kemen PPPA dipetakan berdasarkan sasaran 8
(delapan] area perubahan Reformasi Birokrasi dan program di level

meso.
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5. Rencana Aksi

Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 berbeda
dengan periode sebelumnya seperti tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun
2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam
peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai
unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.
Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:

\ Manajemen
\ Perubahan

"/ Akuntabifitas
Kinerja

Gambar 12. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang
ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan
proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan
sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang
kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Setelah memperhatikan evaluasi pelaksanaan RB tahun 2015-2019,
lingkungan strategis Kemen PPPA, serta pola penilaian RB tahun 2020-
2024 maka rencana aksi Reformasi Birokrasi Kemen PPPA 2020-2024
adalah sebagai berikut:
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6. Quick Wins

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang
cepat. Tujuan dari Quick Wins yaitu adanya sebuah tindakan atau action
yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan,
dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya.
Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang
menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh
kementerian /lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan
maksimal pada tahun kedua, seluruh kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai
Quick Wins utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan
melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan
jabatan pelaksanan ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian,
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dimungkinkan untuk
menambah Quick Wins selain penyederhanaan birokrasi pada tahun
pertama dan kedua apabila hal tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada
tahun-tahun berikutnya setiap instansi dibebaskan dalam menetapkan
Quick Wins, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber
daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

2021, No.155

* Tahun 2020 dan maksimal 2021 * Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
nyederhanaan birokrasi wajib menjadi organisasi, dinamika, lingkunga

I;mck Win ketmnlemn/lembajiga s strategs, isu strategis, dan ketersednan
pemerintah daerah sumber daya masing-masing

* Quick Win lain ditetapkan setia kementerian/lembaga dan pemerintah
oleh Tim Reformasi Birokrasi daerah
dan Unit Pelaksana Reformasi Blrokxnsl
Nasional

Gambar 13. Perbedaan Quick Win Mandatory dan Quick Win Mandiri

Quick Wins yang akan dilaksanakan berfokus pada percepatan dan
penguatan area akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.
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Penjelasan quick wins yang akan dilaksanakan oleh Kemen PPPA adalah

sebagai berikut.

Tabel 22. Quick Wins Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2020-2024

PPA) berbasis

TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024

Penyederhanaan | Pelaksanaan Survei | Simfoni PPA Indeks Indeks

Birokrasi Pengalamana berbasis Profesionalisme | Kualitas
Hidup Perempuan Manajemen ASN 100% Layanan
Nasional (SPHFPN| Kasus pegawai PPPA

Proses Bisnis Pemberian Dana Indeks

Sistem Informasi | Alokasi Khusus Profesionalis

Online [DAK) Non Fisik me ASN 73%

Perlindungan Perlindungan pegawai PPPA

Perempuan dan | Perempuan dan

Anak (Simfoni Anak (PPA)

Manajemen

Kasus

Layanan Standar Layanan

konsultasi Rujukan Akhir bagi

terkait Perempuan Korban

pengawasan Kekerasan dan

secara terpadu Penyediaan
Layanan bagi Anak
yang Memerlukan
Perlindungan
Khusus

Layanan Portal

Layanan

Konsultasi dan

Manajemen

Pengetahuan

Terpadu (PAKAR)
Indeks

Profesionalisme
ASN 30% pegawai
FPPPA

Pelaksanaan Survei
Nasional
Pengalaman Hidup
Anak dan Remaja
(SNPHAR)

*) Mandatory
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Penjelasan Quick Wins Kemen PPPA Tahun 2020-2024 dituangkan sebagai
berikut:
a. Penyederhanaan Birokrasi
Sesuai dengan Arahan Presiden Republik Indonesia dalam Pidato
Kenegaraan Pertama periode 2019-2024, serta ditetapkannya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur MNegara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Kemen PPPA melakukan
penyederhanaan birokrasi dengan menyetarakan jabatan administrasi
ke dalam jabatan fungsional. Penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional untuk memberikan peluang pengembangan
karier puna mendukung penyederhanaan birokrasi agar organisasi
tetap dapat berjalan dengan sistem karier berbasis fungsional.
Penyederhanaan birockrasi menjadi arahan Presiden yang
bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Kebijakan
tersebut merupakan proses perampingan atau pengurangan unit
organisasi struktural eselon III dan IV, serta pengalihan atau
pevetaraan pejabat struktural eselon III (administrator) dan eselon IV
[pengawas) yvang unit organisasinya dirampingkan menjadi jabatan
fungsional yang bersesuaian, dengan memperhatikan sifat tugas dan
kesiapan jabatan fungsional yang tersedia.
Proses penyetaraan jabatan dilakukan melalui pemetaan
penyetaraan jabatan dengan cara sebagai berikut:
1) identifikasi jabatan;
2) pemetaan jabatan dan pejabat administrasi dan pemetaan jabatan
fungsional;
3) penyelarasan kelas jabatan; dan
4] penyelarasan tunjangan.
Ruang lingkup penyetaraan jabatan pada instansi pemerintah adalah
jabatan adminstrasi dan jabatan pengawas. Jabatan yang tidak akan
terdampak penyederhanaan birokrasi adalah kepala satuan kerja yang
memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan
anggaran atau pengguna barang/jasa; atau berkaitan dengan
kewenangan [otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen,
atau kewenangan kewilayahan.
Oleh karena itu, dilakukan identifikasi terhadap 200 (dua ratus)
jabatan administrator dan pengawas. Jabatan yang terdampak dengan
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penyederhanaan birokrasi pada Kemen PPPA sebanyak 98% atau
sejumlah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) jabatan dan yang tidak
terdampak 3 (tiga) jabatan, yaitu 1 (satu) jabatan administrator dan 2
(dua) jabatan pengawas. Hal ini mendudukkan Kemen PPPA di
peringkat 3 (tiga) dalam peringkat penyederhanaan
kementerian/lembaga di atas 70%. Hasil identifikasi ini telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) dalam Surat Menteri
PANRB Nomor: B/639/M.SM.02.00/2020 pada tanggal 06 Oktober
2020.

b. Proses Bisnis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan
Anak (Simfoni PPA) berbasis Manajemen Kasus

Proses Bisnis Simfoni PPA berbasis Manajemen Kasus mendukung
sistem layanan cepat, komprehensif dan terintegrasi bagi perempuan
dan anak yang merupakan perluasan fungsi Kemen PPPA yaitu
penyediaan layanan rujukan akhir komprehensif bagi perempuan
korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus (AMPK).

Aplikasi Simfoni PPA telah dibangun sejak tahun 2016. Embrio
penyelenggaraannya ditujukan untuk menyediakan data awal dalam
rangka melihat gambaran kondisi korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang.
Data Simfoni PPA saat ini telah dimanfaatkan sebagai dasar dalam
penyusunan kebijakan, perencanaan, program, kegiatan, dan anggaran
untuk pencegahan dan penanganan dan pemberdayaan kasus korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana
perdagangan orang.

Fakta yang tergambar di lapangan, dalam penyelenggaraan
layanan dibutuhkan layanan cepat, komprehensif, dan terintegrasi
untuk pemenuhan kebutuhan korban yang berbeda-beda. Secara
umum, gambaran proses manajemen kasus pada berbagai lingkup
permasalahan masyarakat memiliki tahapan penanganan yang hampir
sama yaitu mulai tahapan identifikasi pelaporan hingga pemberian
layanan. Dalam manajemen kasus korban, kekerasan terhadap
perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang,
terdapat berbagai layanan yang dapat diterima korban sesuai
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assessment kebutuhan korban, dengan standar operasional prosedur
layanan yang berbeda-beda. Selanjutnya, hasil akhir yang diharapkan
adalah melihat status kondisi korban yang dapat dilihat dari gap
antara kebutuhan penanganan korban dan laporan pemberian
layanan. Kemudian, dapat diukur melalui proses terminasi pemenuhan
layanan. Hal ini menjadi suatu penilaian keberhasilan dari
ketersediaan sistem layanan cepat, komprehensif, dan terintegrasi bagi
perempuan dan anak.

Dengan melihat fakta di atas, maka perlu dilakukan
pengembangan aplikasi Simfoni PPA yang berbasis manajemen kasus
untuk menjadi bagian dalam pengukuran perluasan fungsi Kemen
PFPA.

Layanan Konsultasi terkait Pengawasan Secara Terpadu

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di bidang
pengawasan, Inspektorat Kemen PPPA menyediakan layanan konsultasi
terkait pengawasan secara terpadu. Layanan ini dilakukan melalui
hotline nomor dinas Inspektorat dan diharapkan dapat lebih
mendekatkan kepada pemangka kepentingan (stakeholdery dan
konsumen. Layanan secara online saat ini lebih disukai karena lebih
mudah diakses di mana saja tanpa harus bertemu secara langsung
untuk mencegah penyebaran Coronavirus Disease 2019 [COVID-19).
Layanan konsultasi sesuai dengan peran Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting dalam

rangka pencegahan dan mewujudkan good governance.

Layanan Portal Layanan Konsultazi dan Manajemen Pengetahuan
Terpadu (PAKAR)

PAKAR adalah sistem yang berbasis teknologi informasi untuk
melakukan  pengelolaan pengetahuan, baik saat perolehan,
penyimpanan, pengambilan kembali, pemanfaatan, maupun
penyempurnannya. Seluruh pegawai Kemen PPPA perlu melaksanakan
pembinaan pengetahuan dan pembahaman tentang kebijakan karena
seluruh pegawai Kemen PPPA dapat menjadi sumber informasi atau
sumber pengetahuan tentang kebijakan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak wuntuk selanjutnya agar dapat melakukan
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pengelolaan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman operasional

dan manajerial.
Dampak perubahan tersebut kepada seluruh pegawai Kementerian

PPPA yaitu:

1) menghindari terjadinya pengetahuan yang hilang karena individu
yang kompeten pensiun, meninggal, atau rotasi/ mutasi;

2) menghindari hilangnya pengetahuan organisasi yang berharga;

3) menghindari terjadinya permasalahan yang berulang;

4) menghindari terhambatnya kinerja organisasi karena tidak
memiliki pengetahuan yang cukup; dan

5) meningkatkan inovasi dan produktivitas.

e. Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)

Data menjadi kebutuhan yang penting dalam mendukung
pembuatan kebijakan. Ketersediaan data dalam hal ini yaitu data
kekerasan terhadap perempuan merupakan hal krusial yang harus
dipenuhi. Pada tahun 2016, telah dilaksanakan Survei Pengalaman
Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pertama kali bekerja sama dengan
Badan Pusat Statistik (BPS). Dari hasil survei tersebut diperoleh angka
prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara nasional. Survei yang
dilakukan merupakan adopsi dari kuesioner WHO tentang “Women’s
Health and Life Experience” yang dirancang khusus untuk menggali
informasi menegani kekerasan terhadap perempuan. Pelaksanaan
SPHPN menunjukkan upaya perbaikan dalam memperoleh data
kekerasan terhadap perempuan yang dapat menggambarkan kondisi
secara nasional dengan melibatkan hampir 9.000 rumah tangga baik di
perkotaan maupun pedesaan.

Pada tahun 2021, SPHPN akan kembali dilaksanakan, mengingat
kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan di Indonesia cukup
tinggi yaitu 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami
kekerasan (SPHPN Tahun 2016), dan perlunya untuk mengetahui data
nasional tentang kekerasan terhadap perempuan seluruh Indonesia
secara berkala sehingga dapat melihat tren kekerasan terhadap

perempuan.
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Pemberian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan

dan Anak (DAK NF PPA)

Dalam rangka membantu kewenangan daerah dalam mencapai
prioritas pembangunan nasional, yaitu menmurunkan kekerasan
terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi
perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana
perdagangan orang. Kemen PPPA telah mengusulkan DAK Non Fisik
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) untuk
meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan
dan anak. Kemen PPPA juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Keungan, dan Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional. DAK NF PPA diarahkan untuk peningkatan cakupan dan
kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan
termasuk tindak pidana perdagangan orang, penguatan upaya promotif
dan preventif, dan peningkatan pencatatan dan pelaporan kasus
kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang di daerah.

Dengan adanya DAK NF PPA, kabupaten/kota dapat memberikan
layanan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan
orang dan provinsi dapat memberikan layanan rujukan lanjutan yang
memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah
kab/kota. Harapannya, cakupan dan kualitas layanan bagi perempuan
dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan
orang di daerah menjadi optimal.

Pada tahun anggaran 2021, DAK NF PPA diberikan kepada 34
provinsi dan 216 kabupaten/kota, berdasarkan wilayah Jawa-
Sumatera, Kalimantan-Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, serta Nusa
Tenggara. DAK NF PPA dilaksanakan melalui:

1} Bantuan Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan
Orang, untuk layanan pemulihan dan selama proses hukum di
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;

2] Bantuan Operasional Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk
membiayai kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
dan anak termasuk tindak pidana perdagangan crang {(FTPPO); dan

3) Bantuan Operasional Penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
untuk penguatan sumber daya manusia Unit Pelaksana Teknis
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Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah terbentuk
di provinsi dan kabupaten /kota yang menjadi sasaran DAK.

g Standar Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan
dan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020
tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Kemen PPPA mendapatkan mandat tambahan berupa fungsi
penyediaan layanan mjukan akhir bagi perempuan korban kekerasan
dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kemen PPPA yang mengamanatkan Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan ¢.g. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban
Kekerasan serta Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak c.g. Asisten
Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus untuk
menyelenggarakan penyediaan layanan.

Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
mempunyai tugas dalam melaksanakan penyediaan layanan rujukan
akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi
tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional, penyusunan data
pelayanan rujukan akhir, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pelayanan perempuan korban kekerasan.

Sementara Asisten Deputi Pelayanan Anak wyang Memerlukan
Perlindungan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyediaan
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang
memerlukan  koordinasi tingkat nasional dan internasional,
penyusunan data pelayanan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pelayanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus. Korban yang ditangani oleh Kemen PPPA sebagai
rujukan akhir yaitu:

1} korban dengan dampak berskala nasional, termasuk korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik dan
bencana;

2} korban dengan dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak
berskala internasional;
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3) korban warga negara Indonesia di luar negeri termasuk pekerja
migran;

4) pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak pelaku diduga
korban jaringan internasional seperti tindak pidana perdagangan
orang, pornografi online, cyber pornografi, dan/atau eksploitasi
seksual online;

5) pelaku kejahatan diduga pejabat publik dan pangkat menengah
dan tinggi, termasuk kepala daerah, publik figur dan wakil rakyat,
yang memberikan pengaruh kepada publikasi berita menjadi viral;

6) tempat kejadian perkara lintas provinsi;

7) tempat kejadian perkara di luar negeri;

8) 15 anak yang memerlukan perlindungan khusus lintas provinsi
berskala nasional;

9) 15 anak yang memerlukan perlindungan khusus berskala
internasional (anak korban penelantaran orang tua yang berada di
luar negeri, orang tua dideportasi sehingga anak terpisah dari
orang tua, anak stateless/anak korban akibat orang tuanya keluar
dari warga negara Indonesia);

10) isu bersifat nasional dan internasional; dan

11) daerah menyerahkan/merujuk kasus ke pusat.

Standar Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban
Kekerasan dan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan
Perlindungan Khusus meliputi:

1) pelayanan pengaduan;

2) pendampingan;

3) penjangkauan;

4) bantuan hukum;

5) rumah aman (shelter); dan

6) pemulangan dan reintegrasi.

Standar pelayanan rujukan akhir akan didukung oleh regulasi dan
teknologi yang terintegrasi dengan Simfoni PPA, serta dukungan
manajemen dan pengawasan meliputi kebijakan mutu, sasaran mutu,
manajemen resiko, identifikasi isu internal dan eksternal, pengendalian
informasi dokumen dan pengelolaan sistem pengendalian dan

pengawasan.
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h. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)

Profesionalisme ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam
melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan
publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Indeks Profesionalisme
ASN menggambarkan ukuran statistike yang menggambarkan kualitas
ASN berdsarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisplinan
pegawai ASN di lingkup Kemen PPPA dalam melaksanakan tugas
jabatan.

Bobot penilaian, perhitungan dan kategori Tingkat Profesionalisme
ASN terdiri atas:

a. kualifikasi ASN memiliki bobot 20% (Indikator kualifikasi

Pendidikan)

b. kompetensi ASN memiliki bobot 40 % (Indikator Pengembangan

Kompetensi)

c. kinerja ASN memiliki bobot 30 % (indikator penilaian prestasi
kerja)

d. disiplin ASN memiliki bobot 5 % (Indikator riwayat penjatuhan
hukuman displin)

Adapun Tingkat Kategori Profesionalisme ASN adalah sebagai
berikut:

a. 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi
81 — 90 berkategori Tinggi
71 — 80 berkategori Sedang
61 — 70 berkategori rendah
0 - 60 berkategori sangat rendah

e L =

o

i. Pelaksanaan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
(SNPHAR)

Tahun 2013 telah dilakukan Survei Kekerasan terhadap Anak
Indonesia dan kemudian tahun 2018 dilakukan Survei Pengalaman
Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR). Kedua survei ini dirancang sebagai
estimasi level nasional dan menjadi bahan Background Study Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019
dan 2020 - 2024. Survei ini bertujuan mengukur pengalaman
kekerasan yang dialami oleh anak perempuan dan anak laki-laki
berusia 13-17 tahun baik secara kontak (offline) dan nonkontak (online)
baik kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan emosi.
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Pada SNPHAR Tahun 2018, Kemen PPPA bekerja sama dengan
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Badan Pusat
Statistik, Kementerian Sosial, Pusat Kebijakan Pusat Kebijakan dan
Manajemen Kesehatan Universitas Gajah Mada (PKMK UGM), serta
Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak
Universitas Indonesia (PUSKAPA UI).

Hasil survei menunjukkan bahwa 2 dari 3 anak perempuan dan
laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang
hidupnya dan 70% pelaku kekerasan tersebut adalah teman atau
sebayanya.

1) Prevalensi kekerasan:

a) 3 dari 5 anak perempuan dan 1 dari 2 anak laki-laki pernah

mengalami kekerasan emosi;

b) 1 dari 5 anak perempuan dan 1 dari 3 anak laki-laki pernah

mengalami kekerasan fisik;

c) 1 dari 17 laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah

mengalami kekerasan seksual.

2) 6%-7% anak laki-laki dan 4%-6% anak perempuan berusia 13-17
di desa atau kota pernah mengalami kekerasan seksual nonkontak
(online) berupa melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa
terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan
gambar /video/teks kegiatan seksual.

3) 66.6% anak laki-laki dan 63.2% anak perempuan pernah
menyaksikan kegiatan seksual melalui media online.

4) 34.5% anak laki-laki dan 25% anak perempuan pernah terlibat
pornografi

5) 38.2% anak laki-laki dan 39.1% anak perempuan pernah
mengirimkan foto /video kegiatan seksual melalui media online.

6) Pelaku kekerasan seksual baik kontak atau nonkontak paling
banyak yang dilaporkan pada kedua kelompok adalah teman atau
sebayanya (47%-73%). Pasangan atau pacar juga disebut oleh
sekitar 12-29% sebagai pelaku kekerasan seksual.

Hasil survei dapat menjadi dasar perencanaan, implementasi, dan
evaluasi kebijakan pemenuhan hak anak dan program perlindungan
anak oleh seluruh  pemangku  kepentingan, baik antar
kementerian /lembaga, aparat penegak hukum, masyarakat, termasuk
Keluarga. Oleh karena itu, pada tahun 2021 akan dilaksanakan
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kembali SNPHAR Tahun 2021 untuk bisa mendapatkan gambaran
prevalensi tindak kekerasan terhadap anak terbaru, sebagai bahan
evaluasi pencapaian program pemerintah terhadap perlindungan anak.

j»  Indeks Kualitas Pelayanan

Indeks Kualitas Pelayanan merupakan indeks yang menilai
persepsi kepuasan pemangku kepentingan/pengguna layanan Kemen
PPPA. Kualitas pelayanan dinilai dari beberapa aspek yaitu
prosedurfalur pelayanan, preyaratan pelayanan, jangka waktu
penyelesaian pelayanan, jam pelayanan, responsifitas petugas/pemberi
layanan, ketersediaan aplikasi sistem pelayanan, fasilitas pengaduan,
integritas petugas/pemberi layanan, dan kesetaraan dalam pemberian
pelayanan. Survei kualitas pelayanan dilakukan oleh pihak ketiga
danfatan Sekretariat Kemen PPPA dengan mengambil sampel dari
instansi pengguna layanan Kemen PPPA. Indeks Kualitas Pelayanan
menggunakan skala 1 sampai dengan 4. Laporan hasil survei kualitas
pelayanan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan/fatau Sekretariat
Kemen PPPA. Indeks kualitas pelayanan didapatkan dengan menilai
jawaban responden yang dengan menggunakan metode statistika.
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BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik perlu didukung dengan
pengelolaan yang baik pula, sehingga diperlukan tim yang berperan untuk
melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sebagai upaya untuk
mengawal semua rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target
dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi disesuaikan dengan level pelaksanaan program Reformasi
Birokrasi itu sendiri yaitu makro, meso, dan mikro.

i Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TREN) W

Tim .
Independen @ t
Reformasi : . |
z::mkr::; Unit Pengelola Reformasi
pmniion Birokrasi Nasional ([UPRBN)

Tim Pelaksana RB Instansi Pemerintah
(Kementerian/Lembaga /Pemda) }

Gambar 14. Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi

1. Pelaksana Level Mikro

Kemen PPPA merupakan bagian pelaksanaan Reformasi Birokrasi level
mikro, pada implementasinya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di level
mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Kemen PPPA. Hal ini untuk
memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah
dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja.
Selanjutnya, Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal, dengan tujuan implementasi
setiap kegiatan program mikro berjalan sesuai rencana. Tim Reformasi
Birokrasi internal dapat dibentuk dengan peran sebagai penggerak,
pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemen PPPA
beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah:
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a. Merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan instansi dan unit kerja, yang memuat:

1) Rencana kerja 5 (lima) tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana
aksi tahunan yang selaras dengan Road Map Nasional 2020-2024
serta Rencana Strategis Kemen PPPA;

2) Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi instansi
dan Unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi
Birokrasi serta isu-isu strategis Kemen PPPA dan masing-masing
unit kerja;

3) Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Kemen PPPA; dan

4) Agen Perubahan (Reform the Reformers).

b. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program
prioritas di Kemen PPPA serta unit kerja;

c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan
baik;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Kemen PPPA dan unit kerjanya;

e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang
dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku
kepentingan (stakeholders).

Sekretaris
Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris

K/ /Pemda Inspektorat

lenderal/

Inspektorat

Utama/inspektora | [pimatori/

:,/::;’a";';s P dikoordinatori oleh:
Tim Reformasi

di K/1/Pemda. Birokrasi Internal
K/L/Pemda

Gambar 15. Pelaksana Reformasi Level Mikro

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi
internal berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja,
maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga

program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.
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2. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan

unit/satuan kerja serta tingkat instansi. Hal ini dilakukan untuk

mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map

Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan

tahapan yang telah ditetapkan. Jika dalam proses ini ditemukan masalah

atau hal-hal yang perlu dikoreksi saat pelaksanaan Reformasi Birokrasi bisa
langsung dilakukan perbaikan agar target-target yang telah ditentukan

dapat tetap dicapai. Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lingkungan Kemen PPPA dilakukan melalui beberapa media yaitu:

a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi
Nasional untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih
sesuai dengan target-target yang ada dalam Grand Design Reformasi
Birokrasi.

b. Pertemuan rutin pada tingkat Unit Pengelola Reformasi Birokrasi
Nasional untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada
Kemen PPPA agar konsisten dengan Road Map nasional dan
memberikan laporan kepada Tim Pengarah hasil dari monitoring dan
evaluasi Reformasi Birokrasi.

c. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
Instansi untuk:

1} membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian
yvang perlu dilakukan wuntuk merespon permasalahan atau
perkembangan lingkungan strategi;

2) pengukuran  target-target kegiatan  Reformasi  Birokrasi
sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;

3) survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi antikorupsi;

4] pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang
kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi
Birokrasi nasional.

Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemen PPPA dilakukan
setiap 6 (enam) bulan dan tahunan untuk menilai kemajuan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil
monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Ewvaluasi
dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada
tingkat instansi, sebagai berikut:
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a. evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Tim Pelaksana Reformasi
Birokasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk
membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian
kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun
ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam
rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi
dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah
ditetapkan;

b. evaluasi tahunan di setiap tingkat instansi yang dipimpin langsung
oleh Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; dan

c. Evaluasi tahunan di tingkat nasional, yang dipimpin langsung oleh
Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Bahan pengambil keputusan dalam proses evaluasi dapat diperoleh
dari:

a. hasil-hasil monitoring;
survei kepuasan masyarakat dan persepsi antikorupsi;
pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana
diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; dan

d. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang
dikoordinasikan oleh Inspektorat/pengawas internal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan
masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun-tahun
berikutnya serta menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi Kemen
PPPA. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan peundang-
undangan yang berlaku.

3. Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Road Map harus
mampu terakomodasi dalam setiap tahap perencanaan pembangunan
instansi pemerintah. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam
Road Map mampu dibiayai melalui penganggaran di Kemen PPPA dan unit
kerja di dalamnya.

4. Sinkronisasi Road Map dengan Rencana Strategis

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi untuk
menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka
menengah dan tahunan instansi.
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BAB VI
PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan wuntuk menciptakan
pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat
melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari
praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Reformasi Birokrasi juga
mendorong setiap instansi pemerintah agar manfaat keberadaannya dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang
semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak Instansi Pemerintah untuk
terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan
culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan
performa/kinerjanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan
Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen
pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh
Instansi Pemerintah di Indonesia, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi

Indonesia Maju.
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